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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan data Apportal per tanggal 17 Januari 2025 menu Kinerja Penerimaan, target 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Batang sebesar Rp 961.271.630.000,- dengan capaian netto 

sebesar Rp 962.885.333.398 atau sebesar 100.17%. Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi 

melalui peran wajib pajak dan koordinasi yang optimal antar seluruh jajaran pegawai pada KPP 

Pratama Batang. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja serta dalam rangka melaksanakan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan 

Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Batang Tahun Kinerja 2024 

ini. 

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Batang merupakan gambaran secara keseluruhan atas 

kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang terukur melalui suatu Indikator Kinerja 

Utama dalam rangka memenuhi Sasaran Strategis 2024. 

Dengan demikian, diharapkan agar Laporan ini menjadi bentuk evaluasi yang dapat 

memberikan motivasi baik untuk meningkatkan kinerja maupun mempertahankan kinerja yang 

sudah baik. 

 

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tanggal 30 Desember 2024 

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak  

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian 

Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak  

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang 

Panduan Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak  

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan  

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak   

7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-46/PJ/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Petunjuk 

Kegiatan Penyuluhan Perpajakan 
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C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tanggal 30 

Desember 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Jenderal Pajak yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2025, Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Batang memiliki tugas pokok sebagai berikut : 

 

selanjutnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang menjalankan fungsi sebagai berikut : 
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Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, perlu dibentuk susunan organisasi dalam 

rangka memudahkan kolaborasi dan pengaturan penanggungjawab tugas dan fungsi. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, struktur organisasi 

disusun sebagai berikut :    
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Secara total per 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang memiliki 104 

sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Batang, dengan penjabaran sebagai berikut : 
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D. PETA WILAYAH 

Wilayah kerja KPP Pratama Batang mencakup wilayah Kabupaten Batang dan Kendal, batasan 

wilayah kinerja pada dua kabupaten tersebut dapat digambarkan dalam peta administrasi sebagai 

berikut : 

1. Kabupaten Batang 

 
Berdasarkan peta administrasi kabupaten Batang, wilayah kabupaten Batang terdiri atas 15 

kecamatan. Batas-batas wilayah kinerja KPP Pratama Batang pada Kabupaten Batang yaitu : 

• Sebelah Utara : Laut Jawa 

• Sebelah Timur : Kabupaten Kendal  

• Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara 

• Sebelah Barat : Kabupaten dan Kota Pekalongan 

2. Kabupaten Kendal 

 
Berdasarkan peta administrasi kabupaten Kendal, wilayah kabupaten Kendal terdiri atas 20 

kecamatan. Batas-batas wilayah kinerja KPP Pratama Batang pada Kabupaten Kendal yaitu : 

• Sebelah Utara : Laut Jawa 

• Sebelah Timur : Kota dan Kabupaten  Semarang 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten  Temanggung 

• Sebelah Barat : Kabupaten Batang 
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E. SISTEMATIKA LAPORAN 

Bab I Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan Laporan Kinerja dan gambaran umum 

KPP Pratama Batang. Bagian pendahuluan terdiri atas beberapa subbab, antara lain : 

A. Latar Belakang 

Berisi landasan perlunya penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Batang Tahun Kinerja 

2024 

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan 

Berisi kumpulan landasan hukum pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama 

Batang Tahun Kinerja 2024 

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Berisi tugas dan fungsi KPP Pratama Batang yang tertuang dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 serta struktur organisasi KPP Pratama Batang dan data 

pegawai KPP Pratama Batang per tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi data pegawai per 

jenis kelamin pegawai, per umur pegawai, dan per jenjang Pendidikan pegawai 

D. Peta Wilayah 

Berisi gambaran wilayah kerja KPP Pratama Batang yang meliputi Kabupaten Batang dan 

Kabupaten Kendal  

F. Sistematika Laporan 

Berisi penjelasan atas struktur penyusunan laporan pada Laporan Kinerja KPP Pratama 

Batang Tahun Kinerja 2024 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Bagian perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar atas : 

A. Perencanaan Strategis 

Berisi uraian amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam 

renja/RKA Tahun 2024 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Berisi penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Berisi capaian kinerja organisasi atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tahun 2024 

dengan hasil kinerja beserta analisis capaian kinerja yang meliputi : 

1) Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024 

2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja di 

tahun sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun kinerja (2020-2023) 

3) Perbandingan Antara Target yang Terdapat dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 

dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 

4) Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan capaian DJP secara 

nasional 

5) Penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja 

6) Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja 

8) Rencana aksi di tahun selanjutnya 

B. Realisasi Anggaran 

Berisi data pagu anggaran tahun 2024 dan realisasi anggaran yang telah digunakan di tahun 

2024 

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
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Berisi efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran, SDM, organisasi, 

penggunaan/pemanfaatan asset, serta teknologi indormasi dalam pencapaian IKU. 

D. Kinerja Lain-lain 

Berisi uraian penghargaan/pencapaian yang telah diperoleh KPP Pratama Batang sampai 

dengan tahun 2024 

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Berisi evaluasi internal yang telah dilakukan KPP Pratama Batang untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi 

atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal, Kanwil DJP Jawa 

Tengah I maupun unit kepatuhan internal KPP Pratama Batang 

Bab IV Penutup 

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

A. PERENCANAAN STRATEGIS DJP 

Perencanaan strategis DJP merupakan proses DJP untuk menetapkan strategi dan prioritas 

dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi DJP. Renstra DJP 

Tahun 2024 dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, merupakan gambaran kondisi yang ingin 

dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut : 

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan 

berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif 

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah 

penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, 

efektif, dan efisien adalah: 

a. Organisasi dan SDM yang optimal 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi 

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah 

 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja 

(UPK) dengan Pimpinan UPK diatasnya. Dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja 

pegawai dengan atasan dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang didalamnya 

memuat sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk 

kegiatan yang dapat diukur dengan formula tertentu berupa Indikator Kinerja Utama. Dalam 

rangka mencapai sasaran strategis tersebut, maka setiap jajaran pada Kantor Pelayanan Pajak harus 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja. 

Gambaran peta strategis atas sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

 
 



 

11 

 

Pada tahun 2024, terdapat 10 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai berikut : 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

Indikator Kinerja Utama 
Target 

Stakeholder Perspective    

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal   

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100.00% 

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas 
100 

Customer Perspective  
 

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 
 

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) 
100.00% 

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi 
100.00% 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 
 

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) 
100.00% 

Internal Process Perspective  
 

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 
 

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 
74.00% 

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100.00% 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 
 

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90.00% 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 
 

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 

100.00% 

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan  100.00% 

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 100.00% 

7 Penegakan hukum yang efektif 
 

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100.00% 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75.00% 

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100.00% 

8 Data dan informasi yang berkualitas 
 

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi 

perpajakan 
100.00% 

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55.00% 

Learning & Growth  Perspective  
 

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 
 

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 100 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85 

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko 90 

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 
 

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Sesuai dengan kontrak kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2024, KPP Pratama Batang telah 

melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal yang ditunjukkan dengan capaian hasil Nilai 

Kinerja Organisasi sebesar 109,47%. 

Hasil kinerja organisasi yang terinci dalam Nilai Kinerja Organisasi tersebut dapat dijabarkan 

dalam beberapa perspektif sebagai berikut : 

 

1. Stakeholder Perspective 

Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan 

regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan 

Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan 

 

1) 1a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak  

KPP 
Pratama 
Batang 

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

1a-CP. Persentase realisasi penerimaan pajak 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y Pol/KP  

Target  22.00% 46.00% 46.00% 68.00% 68.00% 100% 100% 

(Max / TLK)  Realisasi  24.07% 40.84% 40.84% 63.64% 63.64% 100.17% 100.17% 

Capaian 109.41% 88.78% 88.78% 93.59% 93.59% 100.17% 100.17% 

 
 

   
 

  

Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 

1 Melakukan pengawasan penerimaan rutin oleh 
Account Representative terhadap 100 WP 
penyumbang penerimaan terbesar di KPP 
Pratama Batang 

1 Perubahan target penerimaan di 
bulan September yang semula 
sebesar 787 M menjadi 1.032 M 

  

2 Terjadi keterlambatan pada 
strategi pengamanan penerimaan 

2 Melakukan penerbitan dan penyampaian surat 
himbauan pelaporan dan pembayaran SPT 
Tahunan 

  

  

      3 Melakukan pengawasan terhadap WP-WP 
pemenang tender sektor jasa konstruksi dan 
pengadaan 

          4 Menerbitkan surat imbauan pemenuhan 
kewajiban perpajakan instansi pemerintah 
desa yang pembayarannya masih dibawah 
rasio rata-rata 

02 01 
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Implikasi: 
  

Perubahan target penerimaan di 
pertengahan tahun menyebabkan tidak 
tercapainya realisasi 120% 

5 Melakukan kegiatan bedah WP untuk 
mengetahui lebih dalam potensi wajib pajak 

Akar Masalah  
Rekomendasi  
Rencana Aksi 

UIC Periode 

 
 
1 

Keterbatasan dalam 
pemenuhan realisasi 
penerimaan akibat 
mengandalkan sumber 
penerimaan utama dari PPN 
yang berasal dari kegiatan 
Kawasan Industri Terpadu 
Batang (KITB) 

1 
Melakukan 
pengawasan 
pembayaran masa 

Seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

2 

Rekonsiliasi dana 
desa dengan 
jumlah pajak yang 
sudah dibayarkan 
Bendahara Desa 
dan SKPD 

Seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

2 Realisasi restitusi yang cukup 
tinggi oleh KSO-JO yang 
sudah selesai melakukan 
kegiatannya di wilayah kerja 
KPP Pratama Batang 

3 

Melakukan 
Pencegahan 
terhadap WP/PP 
yang diragukan 
itikad baiknya untuk 
membayar 

P3 Januari - 
Desember 

    4 

Melaksanakan 
tindakan penagihan 
terhadap WP 
dengan 
menerbitkan dan 
penyerahan Surat 
Teguran dan Surat 
Paksa, blokir 
rekening dan blokir 
AHU, asset tracing 
atas WP/PP, 
pencegahan 
WP/PP, konseling 
secara online, 
WA/SMS Blast, 
penelitian setempat 
untuk WP pailit dan 
WP potensial 

P3 Januari - 
Desember 

    5 

Melakukan 
pengawasan 
pelaksanaan 
kewajiban WP 
bendahara 

Seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

     6 

Pengawasan 
pembayaran pajak 
melalui bendahara 
SKPD dan BUD 

Seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

a. Definisi IKU 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi 

pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat 

Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian 

Pendapatan (SPMPP). 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui 

Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan 

03 04 
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pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi 

Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang 

didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil 

DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. 

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, 

sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru. 

 

b. Formula IKU 

Realisasi Penerimaan Pajak 
X 100% 

Target Penerimaan Pajak 

  

c. Realisasi IKU 

Realisasi penerimaan pajak netto dari kegiatan PPM dan PKM sampai dengan tanggal 

31 Desember 2024 berdasarkan Aplikasi Portal DJP menu kinerja penerimaan adalah sebesar 

Rp 962.885.333.398 

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor KEP-

419/WPJ.10/2024 tanggal 31 Desember 2024, target penerimaan KPP Pratama Batang 

sebesar Rp 961.271.630.000, dengan rincian sebagai berikut : 

 
sehingga dengan demikian, capaian realisasi penerimaan total sebesar 100.17% 

 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Tren capaian IKU Presentase realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami 

naik-turun. Kondisi ini disebabkan karena keadaan ekonomi di Kabupaten Batang dan 

Kendal tidak menentu, serta realisasi penerimaan pajak hanya mengandalkan pada proyek-

proyek strategis yang sedang berjalan di wilayah kerja KPP Pratama Batang sehingga 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. 

Namun demikian, realisasi penerimaan pajak di tahun 2022-2024 telah melebihi target 

yang ditentukan sebesar 100%. Atas pencapaian realisasi penerimaan tersebut, KPP Pratama 

Batang perlu mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan, namun tetap berusaha untuk 

meningkatkan capaian realisasi penerimaan dengan perluasan basis perpajakan, maupun 

aktivitas pengawasan terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang. 
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2) 1b-CP : Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi 

Perencanaan Kas 

KPP 
Pratama 
Batang 

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

1b-CP. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y 
Pol/K

P  

Target  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 

(Max 
/ TLK)  

Realisasi  110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 

Capaian  110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 

 

        

Isu Utama dan Implikasi  Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 1 Mitigasi restitusi wajib pajak setiap bulan 

1 Dinamika penerimaan pajak yang 
tidak pasti memerlukan 
perhitungan proyeksi penerimaan 
kas per bulan yang tepat dan 
akurat dengan memperhitungkan 
pertumbuhan penerimaan yang 
akan diterima 

2 Konsolidasi antar seksi mengenai 
penerimaan tidak rutin yang akan terjadi 
pada setiap bulan 

Implikasi: 
3 Melakukan penerbitan dan penyampaian 

surat himbauan pelaporan dan pembayaran 
SPT Tahunan 

  

Perencanaan kas telah dilakukan 
secara tepat dan akurat dalam 
perhitungan proyeksi penerimaan 
kas setiap bulan sehingga capaian 
IKU dapat maksimal (110%) dan 
merupakan capaian tertinggi se-
Kanwil DJP Jawa Tengah I 

4 Memproyeksikan pertumbuhan realisasi 
pajak terhadap penerimaan rutin tahun 
sebelumnya 

Akar Masalah Rekomendasi  
Rencana Aksi UIC Periode 

 
1 Perencanaan kas yang tepat 

dan akurat, serta koordinasi 
antar seksi atas penerimaan 
per bulan dilakukan secara 
optimal 

1 

Koordinasi dengan 
Wajib Pajak 
pembayar terbesar 
tentang penerimaan 
pajak yang akan 
diterima pada bulan 
berjalan 

Seksi PKD, 
Seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

a. Definisi IKU 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri 

dari 2 komponen, yaitu: 

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua 

komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional  dengan bobot komponen sebesar 60 persen; 

serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian 

masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah 

pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu 

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 

100 persen . 

01 
02 

03 04 
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Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah 

pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 

persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah 

realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi 

penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah 

realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi 

penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui 

Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, 

penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) 

Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. 

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas 

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi  

yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Data proyeksi yang 

dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan 

proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.  

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. 

Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok 

keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM 

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran 

ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.  

Penerimaan Kas 

• Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal 

dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan 

• Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal 

dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.  

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara 

realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.  

Pengeluaran Kas 

• Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal 

dari belanja negara, dan pembiayaan 

• Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang 

berasal dari belanja  negara, dan pembiayaan. 

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi 

pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 8%.  

Deviasi penerimaan kas pada KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) 

di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing. 

 

b. Formula IKU 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + 

(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas) 
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Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:  

(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%), 

maksimal 120% 

Deviasi penerimaan kas 

Deviasi Triwulan (t) 

=  

 

| Ʃ Proyeksi penerimaan kas tiap 

bulan - Ʃ Realisasi penerimaan kas 

tiap bulan | 

X 100% 

 Ʃ proyeksi penerimaan kas tiap 

bulan 

 

 

Deviasi s.d. triwulan n 

(tn) = 

 

Ʃ Deviasi triwulan n (tn) 

 n 

 
Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) 

 

c. Realisasi IKU 

Berdasarkan data mandor per tanggal 15 Januari 2025, IKU Pertumbuhan Bruto KPP 

Pratama Batang sebagai berikut : 

 
(Komponen pertumbuhan nasional sebesar 123.83% x 60%) + (Komponen pertumbuhan 

unit kerja sebesar 130.05% x 40%) = 126.32%, sehingga capaian IKU sebesar 120% 

IKU Deviasi Perencanaan Kas adalah sebagai berikut : 

 
Deviasi triwulan I, II, III, dan IV adalah sebesar 4.22%, 5.17%, 8.49%, 3.78% sehingga 

rata-rata deviasi bulan 1-12 sebesar 5.42% 

Berdasarkan tabel penyesuaian deviasi, dengan deviasi 5% < deviasi < 8%, maka capaian 

IKU sebesar 100% 
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Dengan demikian, maka Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas = (50% x 120%) + (50% x 100%) = 110% 

 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Dari tahun ke tahun, tren capaian iku pertumbuhan bruto dan deviasi perencanaan kas 

mengalami naik turun seiring dengan perubahan kondisi ekonomi wajib pajak.  

Realisasi tahun 2022 belum bisa mencapai target akibat pandemi covid-19 yang 

menyebabkan kegiatan ekonomi belum pulih sehingga tidak mencapai pertumbuhan bruto 

yang diharapkan. 

Namun demikian, realisasi tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan dengan realisasi 

diatas target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2024 realisasi pertumbuhan bruto 

sebesar 120% dan deviasi perencanaan kas sebesar 100% (angka deviasi sebesar 5.42%). 

 

e. Perbandingan Antara Pertumbuhan Nasional dengan Pertumbuhan Bruto Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Batang 

Menurut data mandor per tanggal 17 Januari 2025, pertumbuhan nasional mencapai 

5.02%, dimana komponen pertumbuhan nasional menjadi salah satu komponen yang 

diperhitungkan dalam presentase realisasi pertumbuhan pajak bruto KPP. 

Penerimaan bruto KPP Pratama Batang Tahun 2023 sebesar Rp 848.381.273.836 

sedangkan penerimaan bruto tahun 2024 sebesar Rp 1.103.314.178.003, sehingga 

pertumbuhan bruto tahun 2024 sebesar 30.05%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan bruto 

KPP Pratama Batang yang cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. 
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2. Customer Perspective 

Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik 

secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal 

3) 2a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) 

KPP 
Pratama 
Batang 

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

2a-CP. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 
Masa (PPM) 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y Pol/KP  

Target  22.00% 46.00% 46.00% 68.00% 68.00% 100% 100% 

(Max / 
TLK)  

Realisasi  24.27% 44.34% 44.34% 68.74% 68.74% 100.16% 
100.16

% 

Capaian  110.32% 96.39% 96.39% 101.09% 101.09% 100.16% 
100.16

% 
      

 

    
Isu Utama dan Implikasi  Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 
1 Pengawasan rutin untuk 100 Wajib Pajak dengan 

kontribusi penerimaan terbesar, pengawasan 
kepada Wajib Pajak administrasi pemerintah, 
Wajib Pajak Strategis selain WP 100 besar, dan 
WP Kewilayahan dengan penerimaan diatas 50 
juta 

1. Keterbatasan dalam kegiatan 
penggalian potensi untuk 
menjangkau wajib pajak yang 
seharusnya melakukan pembayaran 
SPT Masa secara rutin 

    2 Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan 
SPT Masa dan Tahunan 

Implikasi: 3 Melakukan penerbitan surat teguran SPT Masa 

1. Keterbatasan kemampuan untuk 
meningkatkan jumlah wajib pajak 
yang membayar pembayaran rutih 
sehingga penerimaan pajak rutin 
tidak cukup mencapai target 120% 

4 Melakukan pengawasan dan menerbitkan surat 
imbauan kepada wajib pajak instansi pemerintah 
desa yang belum melakukan pembayaran pajak 
atau melakukan pembayaran pajak dibawah rasio 
pembayaran rata-rata 

2. Perilaku pembayaran pajak rutin 
yang tidak stabil 

5 Melakukan penerbitan dan penyampaian surat 
himbauan atas wajib pajak yang tidak/belum 
melaporkan SPT Tahunan 

Akar Masalah 
Rekomendasi  
Rencana Aksi UIC Periode 

1 Dengan kemampuan yang 
terbatas, kegiatan 
penggalian potensi hanya 
berfokus pada sektor-sektor 
dominan yang menopang 
penerimaan terbesar, dan 
belum adanya perluasan 
jangkauan pengawasan 
kepada wajib pajak aktif 
selain sektor dominan 

1 Melakukan penerbitan STP atas 
keterlambatan pelaporan SPT 
Masa dan Tahunan tahun 
berjalan 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

01 02 

03 
04 
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    2 Melakukan penerbitan STP atas 
keterlambatan/kekurangan 
pembayaran pajak tahun 
berjalan 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

    3 Dinamisasi angsuran PPh Pasal 
25 yang belum sesuai dengan 
SPT Tahunan 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

    4 Dinamisasi angsuran PPh Psl 
25 yang omsetnya mengalami 
kenaikan 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          

5 Membuat laporan WP Suspend 
terhadap WP PKP yang tidak 
memenuhi kewajiban pelaporan 
SPT Masa PPN 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          

6 
Mengoptimalkan penggalian 
potensi atas wajib pajak baru 
hasil KPDL 

Pengawasan 
II, III, IV, V, 
dan VI 

Januari - 
Desember 

          

7 
Menindaklanjuti data pemicu 
dan data penguji yang telah 
tersedia pada aplikasi Approweb 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

a. Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas 

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan 

Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil 

dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment 

oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak 

tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari 

Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil 

dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, 

Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

b. Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM 
X 100% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

 

c. Realisasi IKU 

Berdasarkan data mandor per tanggal 15 Januari 2025, IKU Penerimaan PPM KPP 

Pratama Batang sebagai berikut : 
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Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp 883.596.912.332 dari total 

target yang telah ditetapkan sebesar Rp 882.225.274.000 sehingga realisasi IKU penerimaan 

pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar 100.16%, dengan trajectory 100% maka capaian 

realisasi IKU sebesar 100.16%. 

 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Tren capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM cenderung mengalami 

kenaikan. Di tahun 2024, capaian sebesar 100.16% dari yang sebelumnya 112.08% di tahun 

2023 terjadi akibat kenaikan target penerimaan atas kegiatan PPM yang semula Rp 

664.948.161.579 menjadi Rp 882.225.274.748 

 

4) 2b-CP : Presentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

KPP 
Pratama 
Batang 

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

2b-CP. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y Pol/KP  

Target  60.00% 80.00% 80.00% 90.00% 90.00% 100% 100% 

(Max / TLK)  Realisasi  84.92% 94.16% 94.16% 97.83% 97.82% 100.6% 100.6% 

Capaian  120% 117.67% 117.67% 108.69% 108.69% 100.6% 100.6% 

          
Isu Utama dan Implikasi  Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 1 Membentuk tim satgas pengamanan kepatuhan 
formal 

1 Meskipun capaian pelaporan SPT 
Tahunan (growth YoY) mengalami 
pertumbuhan, namun realisasi 
pencapaian belum maksimal 
sampai dengan akhir tahun. 
Sehingga perlu dilakukan aksi-
aksi nyata untuk mengamankan 
IKU sampai dengan akhir tahun. 

2 Melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah 
dan jajarannya, untuk mendapatkan data ASN di 
wilayah Batang dan Kendal. Data tersebut 
kemudian digunakan sebagai alat monitoring 
terhadap ASN yang belum melaporkan 
kewajibannya (monitoring dilakukan oleh seksi 
pengawasan 4 dan 6). Kemudian menghubungi 
bendahara atau pejabat terkait untuk 
mengingatkan pegawainya yang belum melakukan 
pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. 

2 Jumlah SPT Tahunan yang 
dilaporkan belum sesuai dengan 
target yang ditetapkan 

3 Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan 
UKM Batang untuk menginformasikan kepada 
UKM-UKM binaannya terkait kewajiban pelaporan 
SPT Tahunan 

Implikasi: 
4 Melakukan pengawasan terhadap WP baru yang 

terdaftar di 2023 

  Kepatuhan penyampaian Wajib Pajak 
pada KPP Pratama Batang sulit 
mencapai target 120% dikarenakan 

5 Bekerja sama dengan Tax Center Universitas dan 
Relawan Pajak untuk membantu Wajib Pajak 
dalam melaporkan SPT Tahunan nya 

01 
02 
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  jumlah Wajib Pajak yang terus 
meningkat tidak sebanding dengan 
jumlah wajib pajak yang melakukan 
pelaporan SPT Tahunan 

6 Reminding penyampaian SPT Tahunan secara 
massal dengan media elektronik 

          7 Melakukan sosialisasi kelas pajak baik secara 
langsung maupun daring melalui media 
elektronik 

          8 Melakukan koordinasi dengan asosiasi-asosiasi 
WP setempat untuk pelaporan SPT nya 

          9 Mengimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT 
Tahunan terlebih dahulu sebelum mengajukan 
layanan permohonan 

Akar Masalah Rekomendasi  
Rencana Aksi 

UIC Periode 

1 Target WP Wajib SPT 
yang harus lapor tinggi 
seiring dengan 
meningkatnya wajib pajak 
baru yang melakukan 
pendaftaran NPWP untuk 
kepentingan tertentu, 
sehingga perlu adanya 
pemetaan terhadap wajib 
pajak baru yang 
mendaftar NPWP untuk 
kepentingan tertentu 

1 Melakukan pengawasan 
terhadap WP baik OP 
maupun Badan yang 
mempunyai usaha 
berdasarkan data-data 
yang ada di approweb 
maupun data lainnya, WP 
yang tahun lalu melakukan 
pembayaran namun belum 
melakukan pelaporan 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

2 Perlunya dilakukan 
Penonefektifan NPWP 
secara jabatan bagi wajib 
pajak yang memenuhi 
syarat untuk dilakukan NE 
Jabatan 

2 Melakukan pengawasan 
sehingga semua WP 
strategis melaporkan SPT 
tahunannya 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Maret 

  3 Menghubungi Wajib Pajak 
yang belum lapor khusus 
nya WP Badan melalui 
telepon/WA untuk 
mengingatkan kewajiban 
penyampaian SPT 
Tahunan sebelum jatuh 
tempo 

Pelayanan, 
KP2KP, dan 
Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Agustus 

  4 Menerbitkan surat teguran 
dan STP secara selektif 
dan dikirimkan melalui 
elektronik dan jasa 
ekspedisi 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

Januari - 
Agustus 

     5 Melakukan usulan 
penetapan wajib pajak non 
efektif secara jabatan bagi 
wajib pajak yang dua tahun 
berturut-turut tidak 
melaporkan SPT Tahunan, 
dan/atau tidak ada 
pembayaran pajak baik 
melalui pembayaran 
langsung maupun 
pemotongan pihak lain, dan 
atau wajib pajak orang 
pribadi karyawan yang 
penghasilannya dibawah 
PTKP 

Seluruh 
seksi 
pengawasan 

September 
- November 

03 
04 



 

23 

 

a. Definisi IKU 

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan 

Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 

dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 

menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; 

2. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT 

adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang 

Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 

2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan 

SPT Tahunan PPh). 

3. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status 

domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT 

Tahunan PPh. 

4. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 

• atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang  

menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; 

• atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, 

diberikan pembobotan 1. 

5. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil 

ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah 

WP Wajib SPT pada unit tersebut; 

 

b. Formula IKU 

 
c. Realisasi IKU 

1. Jumlah total WP Wajib SPT KPP Pratama Batang tahun 2024 sebanyak 77.855 

2. Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 ditentukan 

sebanyak 64.627 SPT 

3. Per 31 Desember 2024, jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan 

ke KPP Pratama Batang dapat dirinci sebagai berikut : 

Jenis Wajib Pajak Jumlah SPT 

WP Wajib SPT - Tepat Waktu 39.547 

WP Wajib SPT - Terlambat 4.298 

Bukan WP Wajib SPT 13.259 

TOTAL 57.104 

sumber : Data Mandor per tanggal 2 Januari 2025 (diolah) 

4. Dari data jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan ke KPP 

Pratama Batang dilakukan pembobotan sesuai formula IKU sehingga capaian realisasi 

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi dapat dihitung sebagai berikut : 
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(1,2 𝑥 39.547)+(4.298+13.259)

64.627
 x 100% = 100.60% 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Jika dilihat dari tren capaian realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024, KPP Pratama Batang 

mengalami peningkatan dalam pencapaian realiasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan Wajib Pajak, dimana di tahun 2023 capaian realisasi hanya 84.95% sedangkan di 

tahun 2024 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 100.60%. 

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Batang telah menjalankan 

rencana aksi dan memitigasi resiko yang pernah terjadi di tahun 2023 akibat tingginya target 

WP yang menyampaikan SPT Tahunan dibanding dengan tingkat kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan. 
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Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis 

data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun 

pajak berjalan 

5) 3a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material 

KPP 
Pratama 
Batang 

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 
Material (PKM) 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y Pol/KP  

Target  25.00% 50.00% 50.00% 75.00% 75.00% 100% 100% 

(Max / 
TLK)  

Realisasi  22.38% 20.16% 20.16% 33.51% 33.51% 100.31% 100.31% 

Capaian  91.08% 75.86% 75.86% 84.60% 84.60% 100.31% 100.31% 

         
Isu Utama dan Implikasi  Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 
1 Menindaklanjuti LHA yang disediakan Kanwil / 

Kantor Pusat 
1 Keterbatasan dalam pemanfaatan data 

pemicu dan data penguji yang 
seharusnya ditindaklanjuti sebagai 
tambahan penerimaan 

2 Mengintensifkan SP2DK dan LHPT outstanding 
dengan memanfaatkan data pemicu, penguji 
maupun data lainnya melalui analisis mandiri 

2 Keterbatasan Ruang terbit pada 
Fungsional Pemeriksaan 

3 Menerbitkan SP2DK dan melakukan visit atas 
Wajib Pajak yang telah masuk dalam DPP 
triwulan I s.d IV 

Implikasi: 

4 Penerbitan STP baik sesuai dafnom STP 
maupun berdasarkan analisis mandiri tahun 
pajak sebelum tahun 2024 

1 Kesulitan untuk melakukan penggalian 
potensi atas wajib pajak yang memiliki 
data pemicu dan penguji 

5 Menerbitkan dan mengirim surat undangan 
pembahasan  SP2DK terhadap wajib pajak yang 
sudah dikirimkan SP2DK namun belum 
merespon 

          6 Optimalisasi Percepatan Penyelesaian 
Tunggakan Pemeriksaan Pajak yang sudah 
akan Jatuh Tempo 

          7 Optimalisasi Percepatan Penyelesaian 
Penagihan Aktif terhadap DSPC 

Akar Masalah  Rekomendasi  
Rencana Aksi 

UIC Periode 

1 Dengan kemampuan 
yang terbatas, kegiatan 
penggalian potensi 
hanya berfokus pada 
sektor-sektor dominan 

1 Meningkatkan kualitas 
analisis untuk meningkatkan 
kepatuhan material WP 
dengan aktif mengikuti IHT/e-
learning/ToK 

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

01 02 

03 04 
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  yang menopang 
penerimaan terbesar, 
dan belum adanya 
perluasan jangkauan 
pengawasan kepada 
wajib pajak aktif selain 
sektor dominan 

2 Menindaklanjuti data yang 
disediakan oleh 
Kanwil/Kantor Pusat 

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          3 Memaksimalkan penerbitan 
SP2DK dan LHP2DK 

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          4 Menghubungi Wajib Pajak by 
phone, WA, serta malakukan 
visit dalam rangka 
mengoptimalkan pencairan 
potensi pajak atas SP2DK 
yang telah disampaikan ke 
WP, baik yang berasal dari 
DPP Triwulan I maupun yang 
masih outstanding.  

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          

5 Mengusulkan Wajib Pajak 
potensial ke DPP Triwulan II 
dalam upaya menambah 
penerimaan pajak.  

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          

6 Mengintensifkan 
pengawasan pemenuhan 
kewajiban perpajakan atas 
Wajib Pajak Bendahara 
APBN, APBD dan Desa 

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          

7 Penerbitan STP baik sesuai 
dafnom STP maupun 
berdasarkan analisis mandiri 
tahun pajak sebelum tahun 
2024 

P3 dan 
seluruh seksi 
pengawasan 

Januari - 
Desember 

          

8 Melakukan Tindakan 
Penagihan Aktif terhadap WP 
Prioritas yang memiliki 
tunggakan cukup besar dan 
aset yang sudah dapat 
diketahui keberadaannya 

Jurusita Januari - 
Desember 

          

9 Melakukan Optimalisasi 
Fungsional Pemeriksa untuk 
turut serta dalam Membuat 
usulan Pemeriksaan agar 
pemeriksaan lebih optimal 
setelah disetujui oleh Kantor 
Pusat 

Fungsional 
Pemeriksa 

Januari - 
Desember 

a. Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas 

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan 

Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil 

dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, 

Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 
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b. Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM 
X 100% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM 

 

c. Realisasi IKU 

 
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Tahun 2024 meliputi realisasi dari 

aktivitas pengawasan dengan realiasi Rp 48.317.400.587 (61.13% dari total penerimaan), 

realisasi dari aktivitas pemeriksaan sebesar Rp 11.714.476.431 (14.82% dari total 

penerimaan), realisasi dari aktivitas penegakan hukum sebesar Rp 1.263.771.217 (1.60% 

dari total penerimaan) realisasi dari aktivitas penagihan sebesar Rp 22.522.379.850 (22.40% 

dari total penerimaan), dan aktivitas edukasi dan pelayanan sebesar Rp 286.602.971 (0.36% 

dari total penerimaan), sehingga total realisasi penerimaan dari kegiatan PKM sebesar Rp 

79.288.421.066. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp 79.046.355.252 

sehingga capaian realisasi IKU Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM sebesar 100.17% 

 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Capaian realisasi penerimaan dari kegiatan PKM berhasil mencapai target yang telah 

ditentukan dengan capaian 100.31% dari tahun-tahun sebelumnya yang belum berhasil 

mencapai target. 

Hal ini didukung dengan penerapan strategi pengamanan penerimaan dari kegiatan PKM 

yang dilaksanakan dengan optimal. KPP Pratama Batang berupaya untuk mempertahankan 

kondisi tersebut untuk tahun-tahun kedepan dengan mengimplementasikan rencana aksi dan 

mitigasi resiko yang telah dicanangkan dalam rapat komite kepatuhan serta melakukan 

evaluasi atas pelaksanaannya. 
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3. Internal Process Perspective 

Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi 

positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-

masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten 

sesuai aturan yang berlaku. 

6) 4a-CP : Presentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan 

Penyuluhan 

KPP 
Pratama 
Batang 

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif 

4a-CP. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y Pol/KP  

Target  10.00% 40.00% 40.00% 60.00% 60.00% 74% 74.00% 

(Max / 
TLK)  

Realisasi  7.66% 82.01% 82.01% 88.27% 88.27% 88.80% 88.80% 

Capaian  76.64% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 

          
Isu Utama dan Implikasi  Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 
1  Mengirim WhatsApp blast ke wajib pajak yang 

belum melakukan pelaporan SPT Tahunan 

1 Kesadaran wajib pajak untuk 
lapor dan bayar masih rendah 

2 Melakukan podcast tentang perpajakan di akun 
sosial media KPP Pratama Batang 

3 Menyelenggarakan sosialisasi kepada WP, baik 
secara massal maupun invidu (one to many dan 
one on one) 

Implikasi: 
4   Melakukan koordinasi dengan tax center 

1 Kepatuhan formal dan material 
Wajib Pajak yang masih rendah 

5 Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi 
daerah guna memberi pelatihan dan penyegaran 
terhadap bendahara, sehingga tidak ada lagi 
kesalahan terkait pembuatan bukti potong. 

6 Menyelenggarakan Tax Goes To Campus dan 
Tax Goes To School bersama KP2KP Kendal 

Akar Masalah  Rekomendasi  
Rencana Aksi 

UIC Periode 

1 Pendaftaran NPWP belum 
mencerminkan kesadaran 
penuh wajib pajak untuk 
menjankan kewajiban 
perpajakan 

1 Melakukan sosialisasi 
mengenai kewajiban 
pelaporan spt masa atau 
tahunan kepada wajib 
pajak badan yang belum 
atau tidak pernah melapor 
spt masa/tahunan 

Pelayanan Januari - 
Maret 

01 02 

03 04 
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2 Pertumbuhan NPWP 
terdaftar cukup tinggi 
sehingga jumlah wajib SPT 
bertambah 

2 Memberikan penyuluhan 
one on one 

Pelayanan Januari - 
Oktober 

3 Keinginan bayar pajak dari 
wajib pajak rendah 

3 Menyelenggarakan 
kegiatan Bussiness 
Development Services 
(BDS) 

Pelayanan Juli 

4 Penyuluhan terhadap WP 
Badan dan OP yang 
belum menyampaikan 
SPT Tahunan tahun pajak 
2021-2022 

Pelayanan Januari - 
Maret 

5 Menyelenggarakan 
kegiatan Forum 
Konsultasi Publik 

Pelayanan Agustus-
September 

a. Definisi IKU 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

• Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 

• Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 

• Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku  

Sub IKU Kegiatan 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi 

perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak 

ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. 

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh 

melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan 

tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang 

diperhitungkan dalam capaian IKU. 

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan 

penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.  

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal 

sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-

masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang 

ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023. 

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, 

wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian 

jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT 

mandiri.  

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan 

tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan 

dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. 

Sub IKU Perubahan Perilaku 

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut. 

1. Perubahan Perilaku Pelaporan 

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. 

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang 

disampaikan. 
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2. Perubahan Perilaku Pembayaran 

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo; 

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; 

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, 

Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 

2024 

 

b. Formula IKU 

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x 

Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} 

 

c. Realisasi IKU 

 
sumber : Data Mandor pada Dashboard Penyuluhan per tanggal 15 Januari 2025 

Capaian unit kerja KPP Pratama Batang terdiri atas dua unit kerja yaitu KPP Pratama 

Batang (kode unit 4322390000) dan KP2KP Kendal (kode unit 432390100), dengan rincian 

sebagai berikut : 

 
sumber : Data Mandor pada Dashboard Penyuluhan per tanggal 15 Januari 2025 

• Komponen Rasio Kegiatan 

Rencana Kegiatan KPP Pratama Batang KP2KP Kendal Total Diakui 

Tema 1 4 3 7 

Tema 2 16 12 28 

Tema 3    

One to One 10 8 18 

One to Many 10 7 17 

Total 40 30 70 (100%) 

• Komponen Perubahan Perilaku Bayar dan Lapor 

Perubahan 

Perilaku 

KPP Pratama Batang KP2KP Kendal Total Diakui 
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Target 110 78 188 

Bayar 66 74 140 

Lapor 87 67 154 

Nominal Bayar 451.544.194 233.632.074 685.176.268 

Presentase perubahan perilaku bayar sebesar 140/188 = 74.47% 

Presentase perubahan perilaku lapor sebesar 154/188 = 81.91% 

 
 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Berdasarkan tren capaian NKO dalam lima tahun, IKU presentase perubahan perilaku 

lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selalu mendapatkan capaian 120%, 

artinya bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang disusun 

secara cermat dan tepat sasaran. KPP Pratama Batang berupaya untuk terus mempertahankan 

capaian IKU 120% di tahun-tahun mendatang. 

 

7) 4b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 

KPP 
Pratama 
Batang 

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif 

4b-N. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 

T/R  Q1  Q2  S1  Q3  s.d. Q3  Q4  Y Pol/KP  

Target  5% 10% 10% 15% 15% 100% 100% 

(Max / Sum)  Realisasi  6.12% 12.00% 12.00% 18.00% 18.00% 107.56% 107.56% 

Capaian  120% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 107.56% 107.56% 

       
Isu Utama dan Implikasi  Tindakan yang Telah Dilaksanakan 

Isu Utama: 1 Melakukan validasi data Wajib Pajak 

1. Partisipasi responden masih rendah 2 Pada setiap kegiatan sosialisasi, diakhiri dengan 
meminta kesediaan WP/ peserta untuk mengisi 
form survei terkait kepuasan penyuluhan yang 
diberikan. 

Implikasi: 

3 Pada setiap layanan sehari-hari di TPT, meminta 
kesediaan WP yang telah selesai menerima 
layanan untuk mengisi form survei terkait 
kepuasan layanan yang diberikan. 

01 02 
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1. Hasil survei tidak mewakili efektivitas 
pelayanan dalam memberikan 
kepuasan pada wajib pajak 

4 Melakukan perbaikan dan penyediaan sarana 
serta prasarana yang bertujuan untuk 
memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan 
meningkatkan kepuasan WP, serta 
terinformasikannya jargon tahun ini yaitu "Pajak 
Kuat, APBN Sehat" yang menjadi salah satu 
pertanyaan dalam survei tersebut. 

Akar Masalah Rekomendasi 
Rencana Aksi 

UIC Periode 

1 Target per triwulan minimal 30 
responden, namun semakin 
banyak responden tentu akan 
berdampak pada hasil akhir 
indeks kepuasan (karena 
penyebutnya semakin besar) 

1 Sampel responden dipilih 
secara selektif 

Pelayanan Januari - 
Desember 

    

2 Pemberian layanan tidak 
hanya dilakukan di KPP, 
tapi juga di KP2KP, 
penyediaan QR Code 
Survei kepuasan layanan 
di KP2KP untuk di isi oleh 
responden tetap harus 
dilanjutkan 

Pelayanan Januari - 
Desember 

a. Definisi IKU 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam  pencapaian 

Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif 

diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan 

oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah 

Laporan Hasil Survei. 

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit 

kerja vertikal sebagai berikut. 

• Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang 

diberikan oleh KPP 

• Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan 

yang dilakukan oleh KPP 

• Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil 

DJP. 

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat. 

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak 

surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan 

Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. 

Survei tersebut mengukur: 

• Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;  

• Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

• Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan 

survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan 

pelayanan dan efektivitas penyuluhan. 
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b. Formula IKU 

Indeks hasil survei 

 

c. Realisasi IKU 

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor ND-

3320/WPJ.10/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Pelayanan, 

efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan 

Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024, Nilai indeks Triwulan IV Tahun 2024 atas indeks 

kepuasan pelayanan KPP Pratama Batang yaitu 90.18 dan atas indeks efektivitas penyuluhan 

yaitu 82.61. Nilai indeks KPP total yaitu 86.40 dan nilai realisasi IKU yaitu 89.56 dengan 

capaian 107.56% 

 

d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima 

Tahun Sebelumnya 

 
Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2023 

belum mencapai target realisasi 100%, namun setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan 

pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, KPP Pratama Batang mampu mencapai realisasi 

maksimal sebesar 120% 

  
























































































































